7. Peraturtan Bupaty Sukabums Nomar A7 Tahun 20104 tentang
Penditiat, Perabahan, dan Penutnpan Qatnan Pendidiban  Farmal
dan Nom  Potmnal  dilingkungan [Dinas Pendelika Wahupaten
Subkatpirr (Petita Daerah Kalmipaten Sukabigms Tahun 2014 Namaor
679,

B Perstutan Dastah Kabupaten Sukabumi Nomer 7 Tahun 201
temiang Perubalen Kedua atae feraturan Daeral Namor 7 Tahun
2016 tertang  Pembentukan dan Sueanan  Perangkat  Daerah
Pemenntah Kabupaten Sukabumi (lembaran [merah Kahupaten
Bukaburmm Tahoan 2021 Norwesr 7).

G Persturan Dupati Sukabumi Nomor 112 Tahun 2013 tentang
Struktur Organisass dan Tata Ketja Dinas Penanaman Mardal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pinto (PBerita Daerah Kabupaten Sulkabems
Tahun 2018 Nomor 119,

10. Persturan Pupati Sukabumi Nemeor 120 Tahun 2021 tentang
Pendelegaman Kewenangan Peovelenggaraan Pelavanan Prosinen
Berusaha dan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Benta Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021 Nomeor 120,

Memperhatikan @ 1, Rekomendas) Camat Cidadap Nomor 521/ 148/ Sekret,
2 Rekomendam Dinas Pendidikan Nomor 421 1/5984 /Fid PAUD-
DIKMAS,

3. Perpanjangan lzan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia
Din Nomor . 421.1 /kep 1674 /id PAUDADIKMAS

MEMUTUSKAN ¢
Menctapkan © 1ZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS CINTA DAMAI

KECAMATAN CIDADAP KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan lzan  Operasional Pendidikan Anak Usmia Dini SPS Cinta
Damai yang beralamat Kampung Cinumpang Kt. 07 Rw 01 Desa Cidadap
Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan
pendidikan Non Formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dua (PAUD) tahun
2021 dengan Nama Kepala Sekolah Mulyani,S Pd,

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana duimaksud pada diktum KESATU
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajb
melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Sukabum
Pada Tanggal : agmr 2021
/W Modal dan Pelayanan

adu Satu Puatu

S, SE, M Si
3 Utama Muda

Tembusan :
1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yih. Kepala BKPSDM;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
4 Yth Camat Cidadap.
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PEMERINTAH KANUPATEN SUKANUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
J1 Rava Cibolang Km 7 Cisant, Sakabum AVLA0 Telp/Fas  (O266,) 237527
e mml  dpmptap kabsmsagmml com . dpmptapaa sukabumikaby go id

we v te '\Hp //dpmptap anvtkabnirmikab

[URAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503 7 6535  /DPMPTSP/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SPS CINTA DAMAI KECAMATAN CIDADAP KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

a. bahwa Setap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan
merupakan tanggung jawab pemenntah, masyarakat dan Keluarga,

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk

menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini SPS Cinta Damai

beralamat Kampung Cinumpang Rt.07 Rw.01 Desa Cidadap

Kecamatan Cidadap;

bahwa scmua persyaratan 1Zin operasional Nomor

421.1/5984 /Bid . PAUD-DIKMAS telah terpenuhi;

d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ periu di
tetapkan Surat lzin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang  Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomeor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendinan, Perubahan dan Penutupan satuan
pendidikan Dasar dan Menengah (Benita Negara Republik Indonesia
Tahun zol-:‘Nt:w_t 3'017‘)‘; e

6. Peraturan Menten Fendidikan dan Kebudayaan No '

2018 tentang Penanan Berusaha 'l‘rrimeg{uui Sccr:r(:\r élsck'lt‘ma

Sektor lk:{ldidlkml dan  Kebudayaan i
Indonesia Tahun 2018 Nomar unm.) (Berita - Negarg Dot

Menimbang

o

Mengingat
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